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Ide lahirnya saksi pelaku yang bekerjasama adalah agar aparat penegak hukum dapat 

membongkar kasus yang lebih besar, mengingat tindak pidana yang diatur dalam 

penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir, 

seringkali dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya 

sehingga sangat sulit untuk dipecahkan dan juga mengingat tindak pidana yang diatur 

dalam penerapan Justice Collaborator adalah tindak pidana yang notabennya sangat 

merugikan negara baik keuangan, keamanan dan juga lainnya, karena satu pelaku dari 

tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan kode etik yang 

dilakukan oleh anggota kepolisian sebagai Justice Collaborator dan  2. Untuk mengetahui 

bagaimana sanksi  yang dihadapi dalam penerapan kode etik yang dilakukan oleh anggota 

kepolisian sebagai Justice Collaborator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau 

dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang dilakukan 

oleh Anggota Kepolisian sebagai Justice Collaborator dimaksudkan karena adanya tingkat 

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bentuk 

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan disersi. 

Tindakan penyimpangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi terwujudnya 

akuntabilitas kinerja Polri. Hal ini menunjukkan bahwa etika kenegaraan, etika 

kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh 

setiap anggota Polri ternyata masih jauh panggang dari api. Kondisi ini secara tidak 

langsung memberikan signal, bahwa masih belum optimalnya fungsi pengawasan internal 

Propam Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya. 
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The idea of the birth of perpetrator witnesses who collaborated was so that law 

enforcement officials could dismantle larger cases, considering that the crimes regulated 

in the application of witness perpetrators who collaborated were special organized crimes, 

often in these crimes the perpetrators covered each other's tracks so it was very difficult. 

to be solved and also bearing in mind that the criminal acts regulated in the application of 

Justice Collaborator are crimes which in fact are very detrimental to the state both 

financially, security and also others, because one actor is a criminal act of corruption, but 

not the main actor. The objectives of conducting this research are: 1. To find out and 

analyze the implementation of the code of ethics carried out by members of the police as 

Justice Collaborators and 2. To find out how the sanctions faced in implementing the code 

of ethics carried out by members of the police as Justice Collaborators. The research 

method used is normative juridical research method, namely law is conceptualized as 

norms, rules, principles or dogmas. The results of the study show that the application of 

the code of ethics carried out by Members of the Police as Justice Collaborators is 

intended because of the level of violations of the Police Professional Code of Ethics 

committed by members of the police. The form of violation of the Police Professional Code 

of Ethics that is most often committed is desertion. This act of deviance clearly sets a bad 

precedent for the accountability of Polri's performance. This shows that the state ethics, 

institutional ethics, social ethics, and personality ethics that every member of the National 

Police should have are still far from being fulfilled. This condition indirectly gives a signal 

that the internal oversight function of Propam Polri is still not optimal in carrying out its 

main tasks, functions and roles. 
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